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ABSTRAKSI 
BARA DYNATA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Februari 2013, pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan 
pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, Dr. Bambang 
Sudjito, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. 
Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang 
melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam 
hal ini penulis mengambil permasalahan mengenai Bilamana tindakan penyidik 
KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan 
pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, serta bagaimana bentuk tindak 
pidana dan pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang 
dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi. Penulis 
mengangkat tema ini dengan landasan bahwa pentingnya penegasan mengenai 
bentuk larangan perbuatan, utamanya yang dapat bersifat atau berpotensi menjadi 
tindak pidana terhadap pegawai KPK khususnya dalam bidang penyidikan 
mengingat peran penyidik KPK dalam menanggulangi dan memberantas korupsi 
memerlukan hubungan langsung dengan suatu peristiwa atau tersangka. 
Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah untuk 
menganalisis bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana 
korupsi. Kemudian untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk tindak pidana yang 
dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana 
korupsi serta menemukan dan mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban 
hukum terkait dengan tindak pidana tersebut. Sehingga diharapkan penelitian dan 
penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian normatif, karena 
penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang – undangan 
yang berlaku mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik 
KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kemudian, dianalisis, 
apakah sudah layak atau belum. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah 
Pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa dalam 
hukum positif Indonesia saat ini telah diatur mengenai bentuk tindak pidana yang 
dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam hal penanganan kasus 
tindak pidana korupsi dalam bentuk UU nomor 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah direvisi menjadi UU nomor 20 
tahun 2001 serta diatur pula dalam UU KPK yakni UU nomor 30 tahun 2002. 
Namun berdasarkan analisa penulis terhadap undang – undang tersebut maka 
masih adanya kekaburan hukum dan perlu segera diperjelas. Dalam penelitian ini 
penulis juga menganalisis mengenai pentingnya pertanggungjawaban penyidik 
KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana 
korupsi mengingat peran KPK sebagai lembaga supervisi bagi lembaga lainnya. 
Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, penyidik KPK, pelanggaran, 
penanganan kasus tindak pidana korupsi. 
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ABSTRACT 
BARA DYNATA, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, 
February 2013, criminal liability KPK investigators who commit violations in the 
handling of corruption cases, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M. Hum., Dr. Bambang 
Sugiri, S.H., M.S. 
The author discusses the criminal liability that KPK investigators violated in the 
handling of corruption cases. In this case the author take issue regarding action 
When KPK investigators can be categorized as a crime in the case of irregularities 
in the process of checking corruption, and how to form a crime and legal liability 
associated with the crimes committed by KPK investigators at the time of 
corruption. The authors take up this on the grounds that the importance of 
confirmation of the form - the form of deed restrictions, which can be primary or 
potential crimes against KPK officials particularly in the area of investigation 
given the KPK investigators role in tackling and eradicating corruption requires a 
direct connection with the incident or the suspect. 
The purpose of the author of the topic issue is to analyze the KPK investigators 
when actions can be categorized as a crime in the case of irregularities in the 
process of checking corruption. Then to describe how the shape of offenses that 
can be done by KPK investigators happened to the examination of corruption as 
well as locate and identify how the legal liability associated with such offenses. It 
is expected that the research and writing can provide benefits both theoretically 
and practically. 
Type of research by the author is normative research, because the author would do 
the research by analyzing the legislation - laws and regulations regarding the form 
of crime that can be done by KPK investigators in handling corruption cases. 
Then, analyzed, whether it is feasible or not. While the approach used is 
normative juridical approach or normative legal research. Normative legal 
research is conducted legal research methods by examining library materials or 
just secondary materials alone. 
The results of the research that has been conducted by the authors is that the 
positive law of Indonesia has set the possible forms of crime that can be done by 
KPK investigators in handling cases of corruption in the form of Act No 31 of 
1999 on the eradication of corruption has been revised to Act No. 20 of 2001 and 
the Law Commission also regulates the Law number 30 of 2002. However, based 
on analysis of the authors of the law - the law is still the law, and ambiguities need 
to be clarified. In this study the authors also analyze the importance of 
accountability KPK investigators are committing a crime at the time of handling 
corruption cases considering the role of the Commission as an institution for the 
supervision of other institutions. 
Keywords: criminal liability, KPK investigators, violation, handling corruption 
cases. 
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PENDAHULUAN 
Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum
1
 dan termasuk 
dalam keluarga hukum eropa kontinental yang menganut sistem hukum civil law
2
 
dimana setiap perihal yang berkaitan dengan hukum harus memiliki dan 
mempunyai peraturan secara tertulis. Penyebab dari wajib adanya peraturan 
hukum tertulis yang mengatur ini merupakan dampak dari asas legalitas, dimana 
tiada suatu perbuatan boleh dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan 
perundang – undangan pidana yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan 
tersebut.
3
 Dengan kata lain dalam sistem hukum ini diperlukan adanya kodifikasi
4
 
di setiap norma – norma hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah atau negara 
dengan tujuan untuk melindungi kemerdekaan pribadi individu dan untuk 
melindungi kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu setiap peraturan 
perundang – undangan yang mengatur perihal apapun di negara ini tanpa 
terkecuali harus tertuang dalam bentuk tertulis termasuk mengenai hukum pidana. 
Definisi hukum pidana menurut Mezger ialah aturan hukum, yang 
mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu 
akibat yang berupa pidana.
5
 Penjabaran mengenai apa yang dimaksud dengan 
perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu ialah perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang dan memungkinkan untuk dikenai pidana sebagai bentuk 
pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah ia lakukan tersebut.  
                                                          
1
 UD 1945, pasal 1 ayat 3. 
2
 Menurut definisi yang diperoleh dengan mengakses http://muksalmina.wordpress.com pada 
tanggal 11 Oktober 2012. Pengertian Civil Law dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum 
yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi atau tertulis, awal mula hukum yang dibuat 
secara tertulis diprakarsai oleh Kaisar Yustinianus pada zaman Romawi 500SM dengan membuat 
Corpus Juris Civilis Justinian yakni hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu 
dengan yang lain dan  kemudian tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia melalui Raja 
Lodewijk xiv (PranUcis 1673) dan juga raja Napoleon. 
3
 R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor: 1995, Halaman 27. 
4
  Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat oleh Departemen 
Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, Halaman 
711., Pengertian Kodifikasi ialah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal 
penyusunan kitab perundang-undangan; penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan 
asas-asas tertentu dl buku undang-undang yg baku; pencatatan norma yg telah dihasilkan oleh 
pembakuan dl bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman 
pembentukan istilah, atau kamus; menyusun (membukukan) peraturan sehingga menjadi kitab 
perundang-undangan: para pemuka adat sedang bermusyawarah untuk ~ hukum adat; mencatat 
dan membukukan hasil strandardisasi yg dapat berupa buku tata bahasa atau kamus. 
5
 Masruchin Rubai, Asas – Asas Hukum Pidana, UM PRESS, Malang: 2001, Halaman 1. 
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Berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat lepas 
dari segi struktur atau lembaga atau instansi pemerintahan yang mempunyai 
wewenang untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. Penulis disini lebih 
fokus menyoroti pada lembaga KPK yang saat ini sedang hangat diperbincangkan 
baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun dikalangan politisi mengenai 
kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga ad hoc
6
 yang 
memiliki fungsi dalam memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia. 
Namun pada pertengahan tahun 2009 silam, mencuat sebuah kasus yang 
melibatkan beberapa pegawai KPK maupun penyidik KPK yang kemudian lebih 
dikenal dengan nama kasus cicak dan buaya, dimana dalam kasus ini, pegawai 
KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang saat itu menjabat 
sebagai pimpinan KPK, dilaporkan telah melakukan tindak pidana pemerasan dan 
penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus bank 
century pada waktu itu. Keduanya telah dijerat dengan pasal 23 UU No 31/1999 
jo pasal 15 UU No 20/2001 jo ps 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang 
dan pasal 12 (e) UU 31/1999, jo UU No 20/2001 tentang pemerasan.
7
 
Menanggapi kasus ini presiden segera membentuk Tim 8 guna menyelidiki kasus 
tersebut. Berdasarkan temuan Tim 8 ternyata kasus Bibit - Chandra tidak memiliki 
bukti yang kuat atas semua tuduhan dan ternyata direkayasa. 
Kasus yang sedang hangat diperbincangkan terkait dengan KPK saat ini 
ialah bocornya sprindik (Surat Perintah Penyidikan) terhadap Anas Purbaningrum 
yang tersebar ke media massa padahal diketahui bahwa dokumen tersebut bersifat 
rahasia, seperti kita ketahui bahwa perbuatan pembocoran sprindik atau dokumen 
negara yang bersifat rahasia ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan 
diancam dengan KUHP karena telah diatur dalam pasal 112-116 dan 230 KUHP. 
Saat ini kasus ini sedang diselidiki oleh komite etik KPK apakah pihak internal 
KPK atau pihak eksternal KPK yang membocorkan dokumen rahasia negara 
                                                          
6
 Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui 
http://id.wikipedia.org dan diakses pada tanggal 19 September 2012,  ad hoc ialah sebuah istilah 
dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini 
memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang 
"diimprovisasi" khusus untuk menangani suatu permasalahan tertentu. 
7
 Menurut pemberitaan media massa online yang dapat diakses melalui 
http://politik.kompasiana.com yang diakses pada tanggal 18 Januari 2013 mengenai Kronologis 
kasus Cicak dan Buaya. 
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tersebut, apabila sampai terbukti bahwa yang melakukan pembocoran sprindik 
adalah pihak internal KPK maka yang dilanggar oleh pegawai KPK tersebut tidak 
hanya pelanggaran kode etik KPK namun juga melanggar ketentuan pidana dalam 
KUHP. Sanksi maupun ketentuan pidana mengenai pelanggaran ini tidak atau 
belum diatur dalam ketentuan pidana UU KPK yang notabene setara dengan 
KUHP dalam kedudukan hierarki perundang – undangannya, namun telah diatur 
dalam bentuk kode etik KPK yakni dalam benuk Peraturan KPK nomor 005 tahun 
2006 dan tergolong dalam pelanggaran kode etik belaka. 
Berdasarkan berbagai macam fakta diatas, muncul sebuah polemik yang 
sangat menarik untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut, yakni kasus diatas secara 
tidak langsung menjelaskan bahwa di Indonesia ini masih banyak oknum maupun 
instansi pemerintahan tertentu yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang 
yang dimilikinya. Penyidik KPK merupakan salah satu profesi dalam instansi 
pemerintahan yang rentan dalam penyalahgunaan wewenang. Karena penyidik 
harus berhubungan langsung dengan suatu peristiwa atau tersangka, sehingga 
tidak menutup kemungkinan seorang penyidik KPK berinteraksi dengan pelaku 
tindak pidana dimana menimbulkan sebuah peluang untuk terjadinya penyuapan 
dan gratifikasi. Sehingga lahir sebuah penelitian normatif yang akan ditulis oleh 
penulis dengan judul pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan 
pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. 
 
RUMUSAN MASALAH 
1. Bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan atau dapat 
dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada 
proses pemeriksaan tindak pidana korupsi? 
2. Bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana korupsi? 
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang 
dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi? 
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METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian : 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, 
prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi.
8
 Penelitian hukum ini menggunakan Jenis penelitian 
hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif artinya ialah penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberi bahan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 
atau gejala – gejala lainnya.9 Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran 
yang baik, jelas dan dapat memberikan bahan seteliti dan sedetail mungkin 
tentang obyek yang diteliti dengan menganalisis perundang – undangan dan 
peraturan – peraturan yang berlaku. 
B. Pendekatan Penelitian : 
Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan 
penelitian hukum normatif atau Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif 
ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka.
10
 Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi 
kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah pasal – pasal dan proses 
penerapan pasal terkait dengan pertanggungjawaban penyidik KPK yang 
melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, serta 
literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak 
diteliti. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode Statute aprroach atau 
pendekatan undang – undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara 
menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 
isu hukum yang sedang ditangani.
11
 Dalam penelitian normatif harus 
menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti 
adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral atau 
tema utama dari suatu penelitian.
12
 
                                                          
8
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, 
Halaman 35. 
9
 Soejono Soekanto, Op cit, Halaman 10. 
10
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Rajawali Pers, Jakarta: 2010, Halaman 13. 
11
 Ibid, Halaman 93. 
12
 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang: 
2005, Halaman 248.  
  8 
 
C. Bahan Hukum : 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 
primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autortif artinya mempunyai otoritas.
 
Bahan hukum primer dalam karya tulis ini meliputi : 
1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 
2. Kitab undang – undang hukum pidana; 
3. Kitab undang – undang hukum acara pidana; 
4. Undang – undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – undang nomor 20 
tahun 2001 tentang Korupsi; 
5. Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK; 
6. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 
7. Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2012 tentang revisi terhadap 
Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen 
sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi; 
8. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 05 P.KPK tahun 2006 
tentang Kode Etik Pegawai. 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari 
literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, antara lain : 
1. Penjelasan peraturan perundang – undangan;13 
2. Buku – buku dan hasil penelitian/makalah; 
3. Pendapat – pendapat para sarjana; 
4. Literatur yang didapat dari PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, 
perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan perpustakaan kota 
Malang; 
5. Artikel internet; 
6. Pendapat para ahli14 dan; 
7. Praktisi.15 
                                                          
13
 pengkajian dilakukan terhadap masalah peraturan perundang- undangan yang koheren. Dalam 
hal  ini Kusnu Goesnadhie dalam buku Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006. 
14
 Pendapat para ahli yang dimaksud tidak berarti sama dengan pendapat para ahli sebagaimana 
yang ada dalam penelitian hukum empiris pendapat para ahli lebih diwujudkan melalui teknik 
wawancara secara indepth yang kemudian untuk data primer. 
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 Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah- istilah, yang 
terdiri dari : 
1. Kamus Hukum; 
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 
3. Kamus Inggris – Indonesia; 
4. Kamus Belanda – Indonesia. 
 
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum : 
Teknik penulusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi 
dokumen atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan 
bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah 
peraturan perundang – undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal 
serta artikel – artikel yang dapat memperjelas konsep – konsep hukum. Teknik 
penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan 
membuat catatan dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, 
dokumen, serta tulisan – tulisan yang berhubungan dengan masalah yang 
menjadi objek penelitian. 
 
E. Teknik Analisa Bahan Hukum : 
Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bahan – bahan hukum 
yang dikategorikan dan disusun dengan sistematis. Analisis bahan hukum 
digunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang diperoleh. Bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan 
menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan 
dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik 
cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan artikel di internet. 
Proses analisis bahan hukum yang dapat digunakan ialah sistem Interprestasi yaitu 
dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.
16
 
 
                                                                                                                                                               
15
 Mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu 
dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi. 
16
 Bahder Nasution Johan, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung: 2008, 
Halaman 93. 
  10 
 
PEMBAHASAN 
A. Tindakan Penyidik KPK yang dapat Dikategorikan Sebagai Tindak 
Pidana Dalam Hal Terjadi Penyimpangan Pada Proses Pemeriksaan 
Tindak Pidana Korupsi 
A.1 Proses Kriminalisasi suatu tindakan : 
Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi: Suatu pengantar, Pak 
Soerjono Soekanto  berpendapat bahwa pengertian kriminalisasi ialah suatu 
tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan – perbuatan tertentu yang 
oleh masyarakat atau golongan – golongan masyarakat dianggap sebagai 
perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.
17
 Sehingga apabila di 
nalar menggunakan logika berpikir hukum, maka dapat diambil pengertian bahwa 
kriminalisasi ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik pejabat 
pemerintahan maupun masyarakat umum dimana perbuatan tersebut awalnya 
bukanlah termasuk jenis tindak pidana, namun seiring dengan waktu perbuatan 
tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan dan dapat dipidana. 
A.1.1 Asas – asas Kriminalisasi 
Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-
undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman 
sanksi pidananya, yakni : 
1. Asas Legalitas; 
2. Asas Subsidiaritas; 
3. Asas persamaan atau kesamaan. 
Asas – asas mengenai kriminalisasi tersebut diatas menurut Roeslan Saleh 
merupakan asas asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh 
karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya 
hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur 
terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.
18
 Oleh karena itu 
dalam proses kriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK harus 
memenuhi ketiga unsur asas – asas diatas terlebih dahulu. 
                                                          
17
 Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia,  
Jakarta: 1981, halaman 62. 
18
 Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, dalam Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, 
Aksara Baru, Jakarta: 1981, halaman 14. 
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A.1.2 Kriteria Kriminalisasi 
Soedarto dalam bukunya kapita Selekta Hukum Pidana berpendapat bahwa 
mengenai kriminalisasi maka harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut 
yakni : 
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, 
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 
mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi 
kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 
yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga 
masyarakat. 
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 
hasil (cost benefit principle). 
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 
kemampuan daya kerja dari badan – badan penegak hukum, yaitu jangan 
sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).
19
 
Suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus 
tindak pidana korupsi harus memenuhi kriteria – kriteria kriminalisasi diatas, 
terutama kriteria point b yakni perbuatan yang dilakukan penyidik KPK dalam 
penanganan kasus tindak pidana korupsi tersebut secara tidak langsung telah 
menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik secara materiil maupun imateriil 
apabila penyidik KPK tersebut melakukan tindakan penyelewengan dalam 
penanganan kasus tindak pidana korupsi. KPK tidak bekerja sesuai dengan 
perannya dalam memberantas dan mencegah korupsi maka secara tidak langsung, 
penyidik KPK tersebut telah merugikan masyarakat umum mengingat bahwa 
korupsi sendiri termasuk dalam jenis kejahatan extraordinarycrime yakni 
kejahatan yang korbannya ialah masyarakat umum yang secara tidak langsung 
merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut. 
                                                          
19
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung: 1986, halaman 44-48. 
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Tabel 1 : Faktor – faktor, asas – asas, dan kriteria terkait dengan Proses 
kriminalisasi suatu tindakan 
Proses Kriminalisasi suatu Tindakan 
No. Faktor Kriminalisasi Asas Kriminalisasi Kriteria Kriminalisasi 
1.  
 
Faktor jenis perbuatan 
yang dapat 
dikriminalisasi: 
- perbuatan yang 
secara esensial 
mengandung sifat 
jahat; 
- perbuatan netral 
yang secara hakiki 
tidak mengandung 
unsur jahat. 
Asas Legalitas : 
Tiada suatu 
perbuatan dapat 
dipidana kecuali 
telah diatur dalam 
undang – undang 
dan tidak boleh 
berlaku surut atau 
retroaktif. 
Penggunaan hukum pidana 
harus memperhatikan : 
- mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur yang 
merata materiil dan 
spiritual berdasarkan 
Pancasila; 
- bertujuan untuk 
menanggulangi 
kejahatan demi 
kesejahteraan dan 
pengayoman masyarakat. 
2. Faktor perbedaan nilai 
dan norma yang 
dianut oleh kelompok-
kelompok 
masyarakat: 
- agama; 
- budaya; 
- pendidikan; 
- kelas sosial. 
Asas Subsidiaritas : 
hukum pidana harus 
ditempatkan sebagai 
upaya akhir dalam 
penanggulangan 
kejahatan bukan 
sebagai upaya 
pertama. 
Perbuatan yang dicegah 
dengan hukum pidana 
harus merupakan : 
- perbuatan yang tidak 
dikehendaki; 
- perbuatan yang 
mendatangkan kerugian 
(materiil atau spiritual) 
atas warga masyarakat. 
3. Faktor beragamnya 
pilihan instrumen 
pengaturan 
kehidupan: 
- hukum perdata; 
- hukum administrasi; 
- moral; 
- agama; 
- disiplin; dan 
- kebiasaan. 
 
Asas persamaan atau 
kesamaan : 
menjunjung tinggi 
kesederhanaan dan 
kejelasan dimana 
kesederhanaan dan 
kejeklasan itu akan 
menimbulkan 
ketertiban. 
Penggunaan hukum pidana 
harus memperhitungkan : 
- prinsip biaya; dan 
- hasil (cost benefit 
principle). 
4. Faktor perubahan 
sosial dalam 
masyarakat. 
 
 
Penggunaan hukum pidana 
harus memperhatikan  : 
- kapasitas; 
- kemampuan daya kerja 
dari badan – badan 
penegak hukum. 
Sumber : Bahan Hukum Sekunder Diolah 
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A.2 Tindakan yang berupa penyimpangan atau pelanggaran selama 
pemeriksaan tindak pidana korupsi : 
Adapun tindakan berupa penyimpangan yang diatur secara umum dalam 
UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini diatur dalam pasal 36 ialah : 
1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau 
pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang 
ditangani KPK dengan alasan apa pun; 
2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai 
hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KPK yang bersangkutan; 
Kemudian secara khusus diatur dalam Kode Etik Pegawai KPK dalam bentuk 
Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 yakni : 
1. Penyalahgunaan : 
 Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi; 
 Menggunakan data informasi milik komisi diluar tugas dan kewenangan; 
 Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui tanpa persetujuan 
tertulis pimpinan komisi. 
2. Pencemaraan : 
 Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik komisi; 
 Mendatangi tempat – tempat tertentu yang dapat merusak citra komisi; 
 Melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya. 
3. Gratifikasi : 
 Menerima gratifikasi sesuai pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001. 
4. Sikap dan Perilaku : 
 Bersikap diskriminatif; 
 Menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan. 
5. Interaksi : 
 Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, 
tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait; 
 Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak – pihak yang secara langsung 
atau tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam 
menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai komisi. 
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B. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik 
KPK dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi 
B.1 Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 
tentang tindak pidana korupsi 
Dalam UU ini mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang pelakunya 
dapat berasal dari Pegawai Negeri. KPK sesuai ketentuan pasal 15 ayat 6 PP 
nomor 63 tahun 2005 menerima gaji yang berasal dari APBN. Hal ini sesuai 
dengan pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 angka 2 huruf c UU nomor 31 
tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ialah orang yang menerima gaji dan 
upah dari keuangan negara atau daerah. Sehingga Pegawai KPK dapat 
dikategorikan sebagai pegawai negeri, oleh karena itu segala bentuk tindak pidana 
yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri dalam UU nomor 31 tahun 1999 juga 
berlaku bagi pegawai KPK yakni sebagai berikut : 
1. Pasal 5 ayat 2 : Tindak pidana menerima suap / suap pasif; 
2. Pasal 8 : Tindak pidana penggelapan; 
3. Pasal 9 : Tindak pidana pemalsuan; 
4. Pasal 10 : Tindak pidana menghilangkan barang bukti; 
5. Pasal 11 : Tindak pidana suap pasif / menerima suap; 
6. Pasal 12 huruf a,b dan e : 
- Huruf a : Tindak pidana menerima suap / suap pasif; 
- Huruf b : Tindak pidana menerima suap / suap pasif; 
- Huruf e : Tindak pidana pemerasan. 
7. Pasal 12B : Tinda pidana gratifikasi / suap secara luas. 
Semua bentuk tindak pidana diatas merupakan sebagian dari bentuk tindak pidana 
yang diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana semua bentuk tindak pidana diatas 
adalah tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK atau 
pegawai KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Bentuk tindak 
pidana diatas sudah dapat terpenuhi apabila penyidik KPK telah melakukan 
perbuatan pidana tersebut baik disengaja (dolus) maupun tidak disengaja (culpa). 
Apabila pegawai KPK yang termasuk sebagai pegawai negeri melanggar maka 
akan dapat dikenai sanksi baik berupa administratif maupun pidana penjara. 
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B.2 Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2002 tentang KPK 
Didalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sendiri mengenai bentuk 
tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus 
tindak pidana korupsi hanya diatur dalam pasal 36 mengenai larangan bagi 
pimpinan KPK yang kemudian diperluas ruang lingkup larangan tersebut dengan 
pasal 37, yakni tidak hanya berlaku bagi pimpinan KPK saja, tetapi larangan 
tersebut juga berlaku bagi Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada KPK. 
Dengan demikian larangan yang diatur dalam pasal 36 tersebut berlaku juga bagi 
penyidik KPK. Adapun larangan dalam pasal 36 ialah sebagai berikut : 
1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau 
pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang 
ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; 
2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai 
hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang bersangkutan. 
Penulis hanya menyebutkan 2 dari 3 poin yang diatur dalam pasal 36, karena 
hanya kedua poin diatas lah yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik 
KPK ketika penyidik tersebut menangani kasus tindak pidana korupsi. Sehingga 
bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK berdasarkan 
undang – undang ini hanyalah berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak 
langsung dengan tersangka koruptor, atau menangani perkara tindak pidana 
korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan anggota 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan. 
Dari penjabaran diatas mengenai bentuk – bentuk tindak pidana yang 
dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada saat penanganan kasus tindak pidana 
korupsi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyimpangan maupun 
penyalahgunaan wewenang itu berpotensi untuk dilakukan bagi siapa saja yang 
memiliki wewenang, semakin besar kekuasaan atau wewenang yang dimiliki, 
maka semakin besar pula seseorang itu menyalahgunakan wewenang yang 
dimilikinya. Karena pada hakekatnya manusia tidak pernah puas akan 
kebutuhannya, demikian juga berlaku bagi pegawai KPK maupun penyidik KPK. 
  16 
 
Tabel 2 : Bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik 
KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi berdasarkan undang - 
undang 
Peraturan mengenai tindakan yang berupa penyimpangan dan dimungkinkan 
untuk dilakukan oleh pegawai KPK maupun penyidik KPK 
No. Undang - 
Undang 
Pasal Penjelasan Klasifikasi 
1. 
 
UU 
nomor 
31 tahun 
1999 Jo 
U nomor 
20 tahun 
2001 
tentang 
pembera
ntasan 
tipikor 
- Pasal 5 ayat 
2 
 
- Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : menerima 
pemberian tau janji; 
- Obyek : sesuatu yang 
diberikan atau dijanjikan. 
Tindak Pidana suap 
pasif (gratifikasi). 
- Pasal 8 - Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : menggelapkan; 
- Obyek : Uang atau surat 
berharga yang disimpan 
karena jabatannya. 
Tindak Pidana 
Penggelapan. 
- Pasal 9 - Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : memalsukan; 
- Obyek : buku – buku atau 
daftar khusus. 
Tindak Pidana 
Pemalsuan. 
- Pasal 10 - Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : menghancurkan 
dan menghilangkan; 
- Obyek : Barang bukti. 
Tindak Pidana 
Menghilangkan 
barang bukti. 
- Pasal 11 - Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : menerima hadiah 
atau janji; 
- Obyek : Hadiah atau janji; 
- Subyektif : diketahuinya; 
atau patut diduga. 
Tindak Pidana suap 
pasif (gratifikasi). 
Diberikan karena 
kewenangan yang 
dimilikinya. 
- Pasal 12 
huruf a 
- Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : menerima hadiah 
atau janji; 
- Obyek : Hadiah atau janji; 
- Subyektif : Diketahuinya; 
atau patut diduga. 
Tindak Pidana suap 
pasif (gratifikasi). 
Diberikan untuk 
menggerakkan agar 
melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu 
dalam jabatannya. 
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-Pasal 12 
huruf b 
- Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : menerima 
hadiah; 
- Obyek : Hadiah; 
- Subyektif : Diketahui atau 
patut diduga; 
- Bertentangan dengan 
kewajiban. 
Tindak Pidana suap 
pasif (gratifikasi). 
Diberikan karena 
telah melakukan atau 
tidak melakukan 
sesuatu dalam 
jabatannya. 
- pasal 12 
huruf e 
- Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : Menguntungkan 
diri sendiri dengan 
menyalahgunakan 
kekuasaan; 
- Obyek : memaksa seseorang 
memberikan sesuatu, 
membayar, atau untuk 
mengerjakan sesuatu. 
Tindak Pidana 
penyalahgunaan 
wewenang atau 
pemerasan. 
- Pasal 12B - Pembuat : pegawai negeri; 
- Perbuatan : Menerima 
pemberian dalam arti luas; 
- Obyek : Gratifikasi; 
Tindak Pidana suap 
pasif (gratifikasi). 
Yang berhubungan 
dengan jabatannya; 
dan Berlawanan 
dengan kewajiban dan 
tugasnya. 
2. UU 
nomor 
30 tahun 
2002 
tentang 
KPK 
- Pasal 36 
huruf ke 1 
- Pembuat : pegawai KPK; 
- Perbuatan : mengadakan 
hubungan langung atau tidak 
langsung; 
- Dengan tersangka atau pihak 
lain terkait dengan kasus 
tipikor yang sedang ditangani 
oleh KPK. 
Tindak Pidana 
Penyalahgunaan 
wewenang dan 
termasuk jenis 
penyimpangan dalam 
hal interaksi. 
 
 
- Pasal 36 
huruf ke 2 
- Pembuat : pegawai KPK; 
- Perbuatan : menangani 
perkara tindak pidana 
korupsi; 
- yang pelakunya mempunyai 
hubungan keluarga dengan 
anggota KPK yang 
bersangkutan. 
Tindak Pidana 
Penyalahgunaan 
wewenang dan 
penyimpangan dalam 
interaksi. Dibuat 
sebagai upaya 
preventif agar 
pegawai KPK 
senantiasa bersifat 
profesional dalam 
bekerja memberantas 
korupsi. 
Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah 
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C. Pertanggungjawaban Hukum Terkait dengan Tindak Pidana yang 
Dilakukan Penyidik KPK Pada Saat Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 
C.1 Pertanggungjawaban pidana Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 Jo 
UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : 
Pengertian dari definisi pertanggungjawaban dalam hukum pidana ini 
terdiri dari beberapa unsur yang membentuknya yakni : 
1. ketika orang itu dinilai mampu bertanggungjawab; 
2. ada bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak yang 
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 
3. kemudian tiadanya alasan pemaaf. 
Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ini dilandaskan pada asas hukum 
pidana yakni asas geen straft zonder schuld dimana tiada pidana tanpa kesalahan. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya suatu tindak pidana belum 
tentu diikuti dengan pemidanaan. Dengan kata lain Pemidanaan baru dapat 
dilakukan ketika orang yang melakukan tindak pidana dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga walaupun orang tersebut 
telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang – 
undang sebagai tindak pidana ia tidak akan dijatuhi tindak pidana apabila 
perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab apabila memenuhi 
unsur - unsur yang diatur dalam pasal 44 KUHP, anak yang berusia dibawah 12 
tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai 
dengan ketentuan dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak. 
Dengan kata lain seseorang baru dianggap mampu bertanggung jawab apabila : 
1. ketika orang tersebut jiwanya tidak terganggu; 
2. usianya telah lewat dari 12 tahun; 
3. menyadari perbuatannya dan; 
4. mampu menentukan kehendak berdasarkan kesadaran yang ia miliki. 
Bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak dibagi menjadi 2 
yaitu berupa kesengajaan / dolus (diketahui) dan kelalaian / culpa (patut diduga). 
Dimana sengaja itu dimulai dengan niat untuk melanggar, sedangkan lalai itu 
permulaan tidak dengan niat untuk melanggar ketentuan undang – undang. 
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Dalam UU nomor 31 tahun 1999 khususnya pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf 
a,b dan e serta pasal 12B pembuatnya atau subyeknya adalah pegawai negeri, 
sehingga unsur usia tidak menjadi alasan bagi seorang pegawai negeri yang 
melakukan tindak pidana yang melanggar undang – undang tersebut untuk tidak 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Kemudian 
terlepas menyadari atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai 
negeri tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan kemampuan bertanggung jawab 
karena jenis tindak pidana dalam undang – undang ini adalah jenis tindak pidana 
formil dimana yang dilarang adalah perbuatannya sehingga meskipun hasil dari 
tindak pidana belum ada namun sudah tertangkap tangan akan melakukan 
pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang 
ini, maka sudah cukup untuk dilakukan penangkapan maupun pemeriksaan 
terhadap pegawai negeri tersebut. 
Dalam UU nomor 31 tahun 1999 ini juga telah membagi dalam unsur 
subyektif mengenai perbuatan mana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan atas 
dasar kesengajaan (dolus) yakni pegawai negeri menerima pemberian dari 
seseorang karena diketahuinya pemberian tersebut terkait dengan jabatan yang 
dimilikinya. Dengan perbuatan atas dasar kelalaian (culpa) yakni pegawai negeri 
tersebut menerima pemberian dari seseorang yang patut diduga olehnya bahwa 
tujuan pemberian hadiah tersebut terkait dengan jabatan yang dimilikinya yang 
meskipun sudah menduga demikian namun pegawai negeri tersebut tetap 
menerima pemberian hadiah maka pegawai negeri tersebut telah lalai. 
Kemudian alasan pemaaf dapat berupa alasan penghapus pidana apabila 
melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah jabatan sesuai dengan pasal 
50 KUHP atau apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa 
(Overmacht) karena apabila tidak dilakukan maka keselamatan jiwa pegawai 
negeri tersebut maupun keluarganya terancam. Maka apabila pegawai negeri atau 
penyidik KPK melanggar ketentuan dalam UU nomor 31 tahun 1999 khususnya 
pasal pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b dan e serta pasal 12B disertai dengan 
alasan menjalankan perintah jabatan atau dalam keadaan overmacht maka dapat 
dikenakan alasan penghapus pidana atau minimal pengurangan sanksi agar lebih 
diperingan mengingat pegawai negeri tersebut tidak melakukan atas kehendaknya. 
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C.2 Pertanggungjawaban pidana Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantas Korupsi 
Dalam undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini 
pertanggungjawaban pidana apabila pegawai KPK atau penyidik KPK melakukan 
pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 yakni mengenai 
berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dan 
menangani kasus korupsi yang tersangkanya masih anggota keluarga pegawai 
KPK tersebut. Maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila 
memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidana. 
Unsur pertama yakni mampu bertanggungjawab, dalam UU nomor 30 
tahun 2002 ini subyek hukum yang diatur perbuatannya adalah pegawai KPK, 
dengan demikian faktor usia tidak menjadi alasan untuk kemampuan 
bertanggungjawab. Seorang pegawai KPK baru dapat dikatakan tidak dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pada waktu melakukan tindak 
pidana tersebut jiwanya sedang terganggu yang tentunya harus dapat dibuktikan 
dengan keterangan dokter jiwa atau psikiater bahwa memang jiwanya sedang 
terganggu. 
Kemudian menyadari perbuatannya ini terkait dengan unsur kedua yakni 
adanya hubungan antara perbuatan dengan batin petindak, dimana pegawai KPK 
ini apabila dalam melakukan pelanggaran yang dilarang dalam pasal 36 ini baik 
dilakukan dengan sengaja (diketahui) maupun tidak dengan sengaja (patut 
menduga) maka dapat dikenakan hukuman karena yang dilarang disini adalah 
perbuatannya dan termasuk jenis tindak pidana formil. Sehingga bagi pegawai 
KPK yang melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 
baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dikenakan sanksi yang apabila terbukti 
perbuatan tersebut disengaja maka akan diperberat hukumannya. 
Unsur ketiga adalah tiada alasan pemaaf, dimana perbuatan pidana yang 
dilarang untuk dilakukan dalam pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 ini pidananya 
akan dihapuskan apabila pegawai KPK yang melakukan perbuatan sebagaimana 
yang dimaksud tersebut atas perintah jabatan atau undang – undang atau 
melakukannya karena dalam keadaan terpaksa atau overmacht yang tentunya 
dapat dibuktikan oleh pegawai KPK yang melanggar tersebut. 
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PENUTUP 
KESIMPULAN 
Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
a. KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan 
perundang – undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang – 
Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dimana didalam undang – undang ini secara garis besar telah 
mencantumkan tata cara, letak kewenangan – kewenangan maupun sanksi yang 
akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya; 
b. Pegawai KPK menurut PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 
tentang sistem manajemen SDM KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai 
negeri yang dipekerjakan oleh KPK dan pegawai tidak tetap; 
c. Penyidik KPK adalah pegawai KPK yang mempunyai skill, kompetensi dan 
kemampuan untuk melakukan penyidikan dan dapat berasal dari pegawai tetap 
KPK atau pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK; 
d. Pegawai KPK, berlandaskan pada pasal 15 ayat 6 PP nomor 63 tahun 2005 Jo 
PP nomor 103 tahun 2012 dan pada UU nomor 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 1 angka 2 huruf c merupakan 
pegawai yang menerima penghasilan yang berasal dari APBN dan dapat 
disebut sebagai pegawai negeri; 
e. Bentuk – bentuk tindak pidana dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang 
dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK adalah 
tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif), tindak pidana 
penggelapan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana merusakkan alat 
bukti yang dalam hal ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK 
yang telah menerima suap mengingat barang bukti ada dalam kekuasaannya; 
f. Bentuk tidak pidana yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK 
hanyalah tindak pidana yang berjenis penyalahgunaan wewenang; 
g. Pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat 
penanganan kasus tindak pidana korupsi didasarkan pada unsur – unsur 
pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu, baru dapat dikenai sanksi pidana. 
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SARAN 
Dari hasil kesimpulan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang 
penulis rekomendasikan yakni sebagai berikut : 
a. Hendaknya bagi pegawai KPK atau penyidik KPK yang melanggar atau 
melakukan bentuk tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU 
nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi maka pengenaan sanksi pidananya harus disertai dengan 
alasan pemberat mengingat KPK dibentuk oleh undang – undang ini untuk 
menjalankan dan menegakkan apa yang diatur dalam undang – undang ini guna 
memberantas dan menanggulangi korupsi sehingga seharusnya memberikan 
contoh positif bagi pegawai negeri yang lain; 
b. Hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 
tentang KPK utamanya dalam ketentuan pidananya, dimana hendaknya UU 
KPK harus mengatur mengenai larangan tindakan pembocoran surat rahasia 
negara beserta dengan sanksinya yang lebih berat apabila dilakukan oleh 
pegawai KPK sebagai pegawai lembaga supervisi yang notabene perbuatan 
tersebut merupakan tindak pidana atau pelanggaran pidana karena telah diatur 
dalam pasal 112-116 KUHP, bukan hanya merupakan semata pelanggaran 
kode etik belaka seperti yang diatur dalam Kode Etik KPK. Oleh karena itu 
perlu adanya evaluasi kembali dimana telah ada persimpangan antara norma 
yang tinggi dengan norma yang rendah; 
c. Hendaknya apabila sampai ada pegawai KPK yang melakukan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan dengan sengaja atau adanya niatan, maka harus 
diberikan sanksi maksimal dan tiada alasan pemaaf karena telah mencederai 
kepercayaan bangsa dan masyarakat terhadap dirinya sebagai pegawai KPK; 
d. Hendaknya dilakukan penambahan poin mengenai larangan – larangan dan 
sanksi – sanksi yang disertai dengan penyelesaian dalam kode etik pegawai 
yang dimiliki oleh KPK dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir 
penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh pegawai KPK; 
e. Saran penulis hendaknya menambahkan sanksi bagi pegawai KPK yang 
melakukan tindak pidana korupsi yakni sanksi mempailitkan harta dan aset 
kekayaan pegawai KPK yang melakukan penyelewengan tersebut. 
  23 
 
DAFTAR PUSTAKA 
BUKU : 
Chaerudin dkk., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung: 2008. 
Chazawi, Adami. Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia,  
Bayumedia Publishing, Malang: 2003. 
Danim, Sudarwan. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, PT. Bumi Aksara, 
Jakarta: 2005. 
Djaja, Ermansjah. Memberantas Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta: 
2008. 
Dunn, William N.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University 
Press, Yogyakarta: 2000. 
Farida Indrati S., Maria. Ilmu Perundang – Undangan (Jenis, Fungsi dan 
Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta: 2007. 
Goesnadhie, Kusnu. Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006. 
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 
Jakarta: 1990. 
------------------, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006. 
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, jakarta: 2005. 
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
Bayumedia, Malang: 2005. 
-----------------------, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
Bayumedia Publishing, Malang: 2007. 
Islamy, M. Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina 
Aksara, Jakarta: 1988. 
Kaligis, O.C. Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana 
Khusus dalam Pemberantasan KorupsiI, P.T Alumni, Bandung: 2006. 
Kuffal, H.M.A. Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, Universitas 
Muhammadiyah, Malang: 2002. 
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta: 2005. 
  24 
 
-----------------------------, Penelitian Hukum, KencanaPrenada Media Group, 
Jakarta: 2009. 
Marpaung, Leden. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, 
Djambatan, Jakarta: 2001. 
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta: 1996. 
Muhammad, Abdulkadir. Etika profesi hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 
1997. 
Narbuko, Cholid  dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Bumi Pustaka, 
Jakarta: 1997. 
Nasution Johan, Bahder. Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, 
Bandung: 2008. 
Nawawi Arief, Barda.  Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan 
dengan Pidana Penjara, Balai penerbitan UNDIP, Semarang: 1996. 
---------------------------, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian 
perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005. 
---------------------------, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum 
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta: 2008. 
Nawawi, Ismail. Public Policy; Analisis, Strategi, Advokasi, Teori, dan 
Praktek,  PMN, Surabaya: 2009. 
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006. 
Rubai, Masruchin. Asas – Asas Hukum Pidana, UM PRESS, Malang: 2001. 
Sadjijono, Hukum Kepolisian : Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam 
Hukum Administrasi, Laksbang, Surabaya: 2005. 
-----------, Seri Hukum Kepolisian : POLRI dan Good Governance, Laksbang 
Mediatama, Surabaya: 2008. 
Sahetapy (Ed.), J.E. Hukum Pidana,  Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1996. 
Saleh, Roeslan. dalam Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Aksara Baru, 
Jakarta: 1981. 
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung: 1986. 
Soekanto, Soerjono. Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Ghalia 
Indonesia,  Jakarta: 1981. 
  25 
 
------------------------, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 
Jakarta: 1986. 
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta: 2010. 
Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah 
dan Kebijakan Sosial, CV. Alfabeta, Bandung: 2005. 
Soesilo, R. Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor : 1995. 
Suyatno. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pustaka Sinar harapan, Jakarta: 2005. 
------------, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor: 1995. 
Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, 
Bigraf Publishing, Yogyakarta: 1995. 
Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Media Presindo, 
Yogyakarta: 2007. 
 
UNDANG – UNDANG : 
 UUD 1945; 
 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana); 
 KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana); 
 Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi; 
 Undang – undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian; 
 Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI; 
 Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK; 
 Undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia; 
 Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang – Undangan; 
 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS; 
 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
 Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 
tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan 
korupsi; 
  26 
 
 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun  2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana; 
 Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 05 P.KPK tahun 2006 tentang 
Kode Etik Pegawai; 
 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR : PER-
065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
INTERNET : 
http://muksalmina.wordpress.com 
http://17april87.blogspot.com 
http://id.wikipedia.org 
http://defantri.blogspot.com 
http://news.okezone.com  
http://www.obornews.com/7968-berita 
http://politik.kompasiana.com 
 
